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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari mhulglam
memegang peranan penting dalam kehidupan keagadwarsosial umat
Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya merifi@i hukum Islam
sebagai bagian dari hukum nasional. Peraturan hukusakaf yang
diberlakukan untuk umat Islam Indonesia dewasadapat dijumpai dalam
buku 11l Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain mengataspek teknis secara
prosedural, buku IlI Kompilasi Hukum Islam pun memgalam aspek
substantif mengenai wakaf secara umum. Serta dadlarmdang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakadang-Undang
tersebut juga menerangkan tentang wakaf, baik pangertian maupun
ketentuan atau syarat untuk nadzir.

Pengertian Wakaf sebagaimana dirumuskan dalam HKasnpgiukum
Islam (KHI), Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah perdmu&aiukum seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkaagseb dari benda
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanyaa gkepentingan

ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai desigasn agama.



Hal tersebut berarti suatu perbuatan hukum yangkukian oleh
seseorang atau kelompok orang atau badan hukunamleraga memisahkan
sebagian harta benda milik dan dilembagakan untelansmnya bagi
kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnygaasedengan ajaran
agama Islam. Benda milik yang dimaksud, tidak hdvefada sekali pakai tapi
juga bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalpasal 215 ayat 4
Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa bendakaf adalah
segala benda baik benda bergerak atau tidak b&rgarsy memiliki daya
tanah yang tidak hanya sekali pakai dan bernilaiung ajaran Islam.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun Z@ddang
Wakaf, Pasal 1 Ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukuakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta beiiknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktenertsesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atauakésegan umum menurut
syari’ah.

Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk lolib&epada Allah
SWT dan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikéya. Tidak hanya
itu, wakaf merupakan amalan yang tidak akan tegotetika seseorang

meninggal dunia. Sebagaimana sebuah hadits :
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! Rahmadi UsmarHukum Perwakafan di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 65.



“Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulblldbersabda:
“(Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apatédh meninggal,
kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yargyianfaat dan anak sholeh
yang mendo’akannya(HR. Muslim)?

Menurut Asaf A. A. Fyee yang dikutip oleh Rachmadiman, bahwa
sebelum agama Islam datang, di Arabia tidaklahrdikeembaga wakaf. Tapi,
telah ada institusi yang serupa dengan institusvgeafan, walaupun tidak
memakai istilah wakaf. Hal ini pun diperkuat olebndapat Abdul Ghofur
Anshori yang menyatakan bahwa, umat Islam teldepas dari agama dan
kepercayaan yang mereka anut sebelumnya, dan nedstyenal beberapa
bentuk praktik pendayagunaan harta benda. Subsyansidak jauh beda
dengan batasan makna wakaf di kalangan umat I$laihini didasarkan pada
seluruh umat manusia di dunia yang telah menyenihdtan melalui ritual

keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. $¢dduermendorong umat

manusia untuk membuat tempat peribadatan merekagramsing®

Tata Cara Perwakafan

Sebagaimana Pasal 223 KHI, dinyatakan sebagaiuberik

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakanvikakaf di hadapan
Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk akshnakan ikrar
wakaf.

2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh MeAgama.

2 Imam Muslim,Shahih MuslimBandung: Syirkatul Ma’arif Littob’i Wannasyri.t.th)m.14.
¥ Rachmadi Usmargp.cit, him. 53.



3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan aktx wmakaf (AIW)
dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh smkgrkurangnya dua
orang saksi.

4. Dalam melasanakan ikrar seperti dimaksud ayat hakpiyang
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejalvey tgasebut
dalan pasal 215 ayat 6, surat-surat sebagai berikut
a. Tanda bukti pemilikan harta benda.

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak ketgenaka
harus disertai surat keterangan dari Kepala Desg y#perkuat
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikanaberadkaf
tidak bergerak dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgragkadari
benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai pengelolaan benda wakaf,tdiken dalam pasal

227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pengawasethadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secasafma-sama oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Ke¢amdan Pengadilan
Agama yang mewilayahinya. Ini berarti pengawasahattap benda wakaf
tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saggapi bersama-sama antara

pihak eksekutif dan yudikatff.

4 Rachmadi Usmaribid, him. 71.



Sebagaimana dikemukakan di atas, benda wakaf &tekgkal. Dalam
arti, manfaat dari benda wakaf boleh dinikmati, tagnda wakafnya sendiri
tidak boleh ditiadakan. Timbul masalah, bagaimagendainya harta wakaf
tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, ia akan rdemgdih bermanfaat lagi
apabila harta tersebut diubah peruntukannya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, seperti dikutip dRgthmadi Usman
dalam bukuHukum Perwakafan di Indonesibahwa apabila wakaf telah
terjadi maka tidak boleh dijual, dihibahkan danedipgkukan dengan sesuatu
yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yamgvdleaf mati, maka
wakaf tidak diwariskan. Sebab yang demikian inja@mg dikehendaki oleh

wakaf dan karena ucapan Rasulullah SAW, seperg daebut dalam hadits
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Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. berkata, Umar telalemguasai tanah di
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW gunanimta instruksi
sehubungan tanah tersebut. la berkata: “Ya Raahlullku telah memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyengagseperti padanya,
apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannydi@uBeersabda: “Jika
kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadagahiasiinya. Maka
bersadagahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisaldiflihibahkan, dan tidak
diwariskan. la mensadagahkannya kepada orang-dedig budak-budak,
pejuang di jalan Allah, ibnu sabil dan tamu-tamidak berdosa orang yang
mengelolanya memakan dari hasil tanah tersebutaglecaya yang ma’ruf dan
memakannya tanpa maksud memperkaya diri”. (HR. Baldan Muslim).

® Al-Bukhari, Syarah Sahih al-BukharBairut: Dar Fikr, Tt, him. 91.



Melihat penjelasan wakaf di atas, bahwa benda wiadkalt dapat ditarik
kembali. Akan tetapi melihat fenomena yang adaydkrterjadi penarikan
benda wakaf. Ironis memang, perkembangan kehidubagra globalisasi
seperti sekarang ini, membuat manusianya dapatuserbal yang tidak
sewajarnya. Bahkan dapat dinilai tidak berperas8abab, apa yang sudah
dikeluarkan untuk derma, kemudian harus ditarik lk&im Hal ini terjadi
hampir di seluruh pelosok Indonesia. Seharusnyapilaak wakif sebelum
mewakafkan hartanya, harus dipikir secara matangdifandingkan dengan
ahli waris. Agar ahli waris mengetahuinya dan dsitulah ahli waris
diharapkan tidak menarik kembali benda wakaf di iéian hari.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubahdaibhkan. Dalam
Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukarghiwa benda yang
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan ataggemaan lain, dari pada
yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan ketentuan dimaksud
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertenteladetterlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kabtoisan Agama (KUA)
Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama r{atzan dan Camat
setempat dengan alasan:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf segdekrarkan oleh
wakif.

b. Karena kepentingan umum.



Perubahan tersebut pun dapat dilakukan, asalkak tertentangan
dengan syari'at. Hal tersebut diperkuat denganaatierundang-Undangan
Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41, yaitu:

“(1) Bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafityunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tatay rberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hdekntangan dengan
Syari'at.”

“(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimakswdgyad (1) hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis Bfientri atas persetujuan
Badan Wakaf Indonesia.”

“(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statukayana ketentuan
pengecualian sebagai mana dimaksud pada ayat fib)ditakar dengan harta
benda yang manfa’at dan nilai tukar sekurang-kurgagsama dengan harta
benda wakaf semula.”

Akan tetapi, di dalam kehidupan yang kompleks i@k terlepas dari
adanya permasalahan. Tidak hanya dalam urusan rtangba saja sengketa
dapat terjadi, melainkan dalam urusan wakaf pusghethan dapat terjadi.
Biasanya perselisihan terjadi antara ahli waris ifvdkengan nadzir, atau
bahkan sengketa dalam penarikan harta benda yadgh sdiwakafkan.
Sengketa tersebut biasanya diselesaikan melalgapsmn gugatan kepada

Pengadilan Agama yang mewilayabhi.



Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukistam, bahwa
penyelesaian sengketa, sepanjang yang menyangksdapsn benda wakaf
dan nadzir mengajukannya ke Pengadilan Agama satesgsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1521/Pdt.G/2008/PA.Sm, mengenai penarikan kembattahwakaf oleh
warga dari ahli waris yang terjadi di Kelurahan Bpshri, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang, warga setempat ongaiggara ahli waris
yang telah menarik kembali harta wakaf. Dalam kejadni, warga merasa
tidak diberikan haknya oleh ahli waris. Sebab, afdiris menarik harta
tersebut dengan alasan di dalam benda wakaf teardagan ahli waris yang
belum dibagikan.

Sedangkan penarikan harta wakaf oleh warga dari alaris
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor :152G/R608/PA.Sm.
tersebut bahwa harta wakaf tidak dapat dimilikhad&apapun kecuali dikelola

oleh nadzir yang sudah ditunjuk.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pendapat para hakim tentang penarikabdeharta wakaf
oleh warga dari ahli waris dalam Putusan Pengadilgama Nomor :

1521/Pdt.G/2008/PA.Sm?



2. Bagaimana pertimbangan para hakim tentang penakkarbali harta
wakaf oleh warga dari ahli waris dalam Putusan Beien Agama

Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm?

C. Tujuan dan Manfaat Pendlitian
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pendapat para hakim tentang pemakembali harta
wakaf oleh warga dari ahli waris dalam memutus g@erk Nomor:
1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.
2. Untuk mengetahui dan memformulasikan alasan-alasakum para

hakim terhadap putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dijadikan sebagantkibusi ilmiah dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya khazahal i
perwakafan dan ilmu hukum pada umumnya.

2. Menambah wawasan pengetahuan bagi para pembacaupachanya
dalam hal sengketa perwakafan yang sering terjatiind kehidupan
masyarakat dan terkait pula tentang penarikan bevadaf oleh ahli

waris.



D. Kagjian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan mekapapenelitian
pertama yang dilakukan. Penulis yang lain pun tel@hgangkat tema serupa
yakni sengketa perwakafan. Sehingga tersaji bakgaya berupa buku hasil
penelitian dan hasil penelitian yang mengkaji tegtéema tersebut, antara
lain :

M. Lutfi Hakim, skripsinya berjudubtudi Analisis Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 102/B/2001/PT.TI&N. (Penarikan
Benda Wakaf Oleh Ahli Warislpalam skripsi tersebut, penulis memaparkan
mengenai tinjauan hukum Islam dan alasan-alasamnhuétalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan NoBRerkara:
28/G/PTUN-PTK/2001 Tentang Penarikan Tanah WakahQAhli Waris
yang dimenangkan oleh ahli warisnya.

Moh. Atiq Fauzi,Penarikan Kembali Harta Wakaf (Analisis Pendapat
Imam Abu Hanifah)Penulis berpendapat bahwa sebagaiman pendapat Ima
Abu Hanifah, harta wakaf yang sudah diwakafkan tidgarik kembali oleh
wakif. Sebab kepemilikannya tidak beralih kepadangrlain, melainkan tetap
milik wakif.

Moh. Abdul Rochman, Analisis Hukum Islam Terhadapnd&ikan

Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Diligahan Sidotopo
Wetan Kecamatan Kenjeran. Skripsi ini merupakanl lpgnelitian lapangan

tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikanalaiakaf Untuk
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Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo tére Kecamatan
Kenjeran. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dk@fan tanah untuk
pendirian Masjid Jadidah yang berada di Kelurahadot8po Wetan,
Kecamatan Kenjeran, Surabaya telah dilakukan dhMihaearis. Maka dari itu,
penarikan harta wakaf dilatar belakangi oleh walahg mempunyai hutang
berlipat sehingga harus membayarnya dan sumbehpsiten ahli waris tidak
mencukupi. Sedangkan analisis hukum Islam menuwatfi’'lah, tanah wakaf
tidak boleh ditarik, karena bersifat muabbab (Berlselamanya), dan menurut
Hanafiah penarikan tanah wakaf boleh, karena wa&pérti ariya (pinjaman)
selama sebelum dibuat masjid. Dengan demikian a tanah wakaf sudah
didirikan masjid yang berada di Kelurahan Sidottyetan tidak boleh ditarik.
Begitupun sebuah buku yang berisi penelitian meaigkinerja Kantor
Urusan Agama (KUA) terkait perwakafan, yang mankubiersebut dikarang
oleh Mudjahirin Thohir, dengan judidondisi dan Kinerja Kantor Urusan
Agama Di Jateng, DIY dan Jatim; Hasil Studi LapamgB®i dalam buku
tersebut, penulis menyajikan bagaimana KUA dari ingasasing daerah
menangani perwakafan. Tidak hanya itu, tapi jugagesai latar belakang
masing-masing KUA yang diangkat.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf pun meluncurkan laplaebuku yang
mengkaji mengenai perwakafan. Pertama, buku bdrjueedoman

Pengelolaan & Pengembangan Wakgbng diterbitkan pada tahun 2006.
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Buku tersebut membahas mengenai pengelolaan dgempéangan wakaf di
Indonesia.

Kedua, buku dengan juduPerkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia.Di dalam buku tersebut, penulis buku menambahkaaty@n
terkait perwakafan, ekonomi global, dan lain sebaga

Buku-buku tersebut erat kaitannya dalam mengkajarsedalam teori-
teori yang akan dipergunakan dalam menganalisimgsalahan yang ada.
Serta memberikan pandangan luas kepada penulik nmémperkaya teori
dalam mengerjakan tugas ini.

Dari beberapa materi yang tertuang di atas berkaik@ngan judul
skripsi yang diangkat oleh penulis saat ini, beb@ranateri sebelumnya
menerangkan mengenai ijtihad hakim yang memberigatusan yang
dimenangkan oleh ahli waris, yakni dikabulkannyagré&an harta wakaf oleh
ahli waris (tulisan Lutfi Hakim). Kemudian matemryg ditulis oleh Atig yang
membahas mengenai kebolehan menarik kembali hakafwdengan menitik
beratkan pada pendangan Imam Hanafi. Bahwa harkafwaoleh ditarik
kembali karena hakikatnya kepemilikan benda wakdékt beralih. Dan
tulisan Moh Abdul Rochman yang melakukan penelitggrangan mengenai
penarikan harta wakaf oleh ahli waris dengan sedvabakif masih punya
tanggungan hutang dan ahli waris tidak dapat mearldaytang tersebut.

Dari ketiga pembahasan tersebut, penulis mengawdih untuk

mengangkat mengenai permasalahan warga di KeluraDadapsari,
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Kecamatan Semarang Utara mengenai gugatan hartaf wakg ditarik
kembali dari ahli waris wakif. Dalam hal ini persilmenganalisis putusan
Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2008 dengarorNBerkara :

1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

. Kerangka Teori

Pada hakikatnya benda wakaf yang sudah diwakai#tak tlapat ditarik
kembali. Sebagian besar ulama mengharamkan penaki&mbali benda
wakaf. Sebab, yang dapat ditarik kembali hanyalddarh dari orang tua
kepada anaknyd. Hal inilah yang menjadikan warga Dadapsari
memperjuangkan haknya untuk menggugat harta wakad ditarik oleh ahli
waris dengan dalih bahwa benda yang diwakafkaehetgerdapat hak waris

yang belum dibagi kepada ahli waris.

1. Ketentuan Hukum Wakaf
a. Definis Wakaf
Secara eksplisit, tidak banyak ditemukan definiskaf di dalam al-

qgur'an. Akan tetapi, ditunjukkan dengan kata nafkahg kemudian diartikan

514.

® Ahmad Rofiq,Hukum Islam Di Indonesjalakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, him.
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dalam nafkah wajibdan nafkah sunn&hSebagaimana yang tertera dalam
firman Allah SWT sebagai berikut :
BXMARGOL -0 *xEQ LA Lo srAHOREH OO
CHEFTIA=mBOE 08 N OOIZR0:C TS BXU>00 AL
FITQNHE 2728w s O3 ¢O IO # 6. 008.4 60
* B K&VIOFT Do
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahledmn(di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dangsabaari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqara67)?
% %R 13 FauVORNRVO PR BN O%e & IIw
e 2 gm S PHURIN, ML 400808 BXU>00HCD <
AForde OQRXee  W2AGTEX*  M0E @-U200HACD =
& AKY SHORNEHEN DY O N
Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada &gkan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagiam yaaryy kamu cintai.
dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhilah
mengetahuinya”. (QS. Ali Imron : 93§.
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentaagaly Pasal
1 ayat 1, yang disebut wakaf adalah perbuatan hukuakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartea bailiknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktertrtsesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atauatgéeggan umum menurut

" Nafkah wajib maksudnya adalah nafkah yang dibarikatuk keperluan keluarga.

8 Nafkah sunnah adalah nafkah yang dikeluarkan uraiit, infag, wakaf, dan semacamnya.

° Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-QurAirQuran Al-Karim dan Terjemahnya
Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002, him. 56.

“Ibid, him. 77.
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syari’at. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yekgl katnya untuk
diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan hartag ydapat
diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementarada itu tetap ada. Harta
wakaf digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan niexkign diri pada
Allah SWT!?

Dari definisi di atas, penulis beranggapan bahwkaivadalah benda
yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimdikh orang atau badan
hukum yang mewakafkannya kepada seorang nadzirk uditmanfaatkan
dalam jangka waktu yang panjang ataupun dalam gamgiktu tertentu demi

kemaslahatan umat.

b. Keutamaan Wakaf

Wakaf memiliki keterkaitan yang besar, sehinggaafakemiliki dua
dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial mkmi. Dimensi religi
maksudnya, bagi mereka yang mewakafkan hartanya ak@ndapatkan

pahala dari Allah SWT. Sedangkan dalam dimensi ekonsosial adalah

1 Sulaiman Rasjidrigih Islam,Jakarta: Attahiriyah, 1976, him. 323.

12 Muhammad Abid Abdullah Al-KabisiHukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan
terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakafarde®enyelesaian Atas Sengketa Wakaf,
Depok: Dompet Dhuafa Republika dan 1IMaN, 2004, .~
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wakaf yang disalurkan oleh para dermawan dapat raptabkemaslahatan
umat dan memupuk jiwa saling tenggang ré$a.
Keutamaan wakaf menurut Umar Thusun dalam surark&bAhram
No. 18730, tanggal 17 Januari 1937, yaitu :
Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untak d¢igual atau digandakan;
a) Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan merkautuhan
keluarga dan family;
b) Pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan zamhimgga tidak
digunakan untuk berfoya-foya oleh ahli waris;
c) Pengelolaan benda wakaf secara produktif dapat ngleatkan
pendapatan negara dan memberikan kesejahteraambasagmrakat;
d) Harta benda wakaf terus bertahan meskipun negatinpa krisis

ekonomi*

c.  Rukun dan Fungsi Wakaf
Rukun Wakaf
a) Wakif, dengan syarat : dewasa, berakal sehat, tefalalang melakukan
perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

b) Nadzir.

¥ Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan PengeabaWakaf, Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Wakadékarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberday&afkaf, 2006, him. 35.

“Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan Penggaravakaf Tim Penyusun Buku
Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Whldfhim. 37.
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Syarat bagi nadzir perseorangan antara lain : WKiagama Islam,
dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohamifidék terhalang
melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat uatigmberbadan hukum
atau organisasi, adalah : pengurus organisasi/biagleenn memenuhi syarat
sebagaimana syarat nadzir perseorangan; dan aagaaimu badan hukum
yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, p#ahid kemasyarakatan,
dan/atau keagamaan Isldm.

c) Harta benda wakaf.

Untuk benda yang diwakafkan harus sesuai dengaatsyakni : benda
bersifat kekal zatnya, maksudnya jika dimanfaatkahbenda tersebut tidak
rusak; dan merupakan benda milik wakif secara sah.

d) Ikrar wakaf

Dapat dilakukan secara tertulis atau secara libaar wakaf tersebut

dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
e) Peruntukan benda wakaf

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 AgMé&kaf,
benda wakaf dapat diperuntukkan sebagai : sarankedpatan ibadah; sarana
dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantusad&efakir miskin, anak

terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan danjabssaan umat.

Fungs Wakaf

!> Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Tigntéakaf, Pasal 9 dan 10.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan PP NoT&aBun 1977
Pasal 2, disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah nkeligen benda wakaf
sesuai dengan tujuan benda wakaf, yaitu melembaggiauntuk selama-
lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingammumainnya sesuai
dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, wakaf disamaartikan dengagah yang artinya
mengalir. Maksudnya adalah sedekah atau wakaf gikeduarkan sepanjang
benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan yaag, maka si wakif

akan mendapatkan pahala meskipun telah meninggéa.du

d. Penarikan Kembali Benda Wakaf

Di dalam aturan perundang-undangan tidak dijelaska@ngenai
penarikan benda wakaf. Dalam peraturan yang berlaknya menerangkan
mengenai penarikan hibah, yang mana hibah tidakatddjparik kembali.
Kecuali hibah tersebut adalah hibah dari oranké&pada anaknya (Pasal 212,
KHI).

Benda wakaf tidak dapat ditarik kembali. Sehinggaam hukumnya
menarik kembali benda wakaf. Hal tersebut digiyagkada hadits Nabi SAW
yang mengumpamakan orang yang menarik kembali abdgk — dibaca

zakat, infaqg, hibah, wasiat, dan wakaf — adalategeperumpamaan anjing
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yang muntah-muntah kemudian mengambil kembali nmamaya itu, dan
memakannya lagf

Sehingga ironis ketika benda milik yang sudah dafiedn kemudian
ditarik kembali. Sebab, benda wakaf tersebut sum@hjadi hak milik mutlak
Allah. Meskipun, dalam kehidupan yang kompleks mnyak terjadi
fenomena tersebut. Bahkan dengan nistanya, penatékkadang dilakukan
dengan keras/terkesan kejam, karena mendatanghkak glsekutor.

Dalam hal pencabutan atau penarikan benda wakgdrjadi perdebatan
pendapat antara dibolehkan dan tidak dibolehkammgmaarik kembali benda
wakaf tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahuebachtau tidaknya benda
wakaf ditarik kembali, terlebih dahulu dijabarkaremgenai macam-macam
wakaf, antara lain :

Pertama,wakaf khusus, yaitu wakaf yang menjadi milik pemennya,
maksudnya adalah orang-orang yang berhak mengelata menikmati
hasilnya. Dalam kategori ini yang termasuk di dalganadalah wakaf untuk
anak keturunan, wakaf pada para ulama dan fakikimwsakaf barang tidak
bergerak untuk keperluan masijid, kuburan, madradi@hywakaf jenis inilah
yang diperdebatkan dibolehkan atau tidaknya dijual.

Kedua,wakaf umum, yakni wakaf yang dikehendaki oleh peaflaka
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasukaldmnya adalah

masjid, kuburan dan makam pahlawan, dil. Menurut pdama madzhab

6 Ahmad Rofig,op.cit,him. 514.
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Imamiyah sepakat, bahwa wakaf jenis ini tidak balgbal dan tidak boleh
diganti, sekalipun rusak dan hampir roboh. Sel&in mmereka berpendapat
bahwa wakaf ini tidak memiliki pemilik. Artinya, hda wakaf tersebut telah
keluar dari kepemilikannya yang pertama menuju kellean tanpa
pemilik.*’

Selain itu, pendapat lain menyebutnya dengan walkal dan wakaf
khairy. Wakaf zurry adalah wakaf yang dikhususkan oleh wakif untuk
kerabatnya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nkerabat. Wakaf ini pun
sering disebut dengan wakaf ahli. Sedangkan widkaify ialah wakaf yang
diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum, réepgewakafkan
sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolahghrigakit, panti asuhan,
atau juga mewakafkan suatu harta untuk kepentisgaral ekonomi orang-
orang yang betul-betul membutuhkan banttfan.

Dari pemaparan di atas, masing-masing ulama mazhamiliki
pandangan yang berbeda terkait dengan penarikatiabeakaf, baik dari
jenis khusus maupun umum atau dari gegry maupurkhairy.

Pertama, pandangan Mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab ini
harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik iivalan boleh ditarik
kembali oleh si wakif. Sebab, harta tersebut tidakpindah kepemilikannya,

hanya hasil manfaat yang diperuntukkan pada tupakaf. Akan tetapi,

" Muhammad Jawad Mughniyalfigih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafjl
Hambali,Jakarta: Lentera, 2007, him. 671.
'8 Abdul Halim,Hukum Perwakafan Di Indonesi@jputat: Ciputat Press, 2005, him. 24.
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dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengeaenal yakni pada
wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusannyeh dPengadilan dan
wakaf wasiat. Abu Hanifah berpendirian sepeti iangan berpegang pada
sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Daruh@udari Ibnu AbbasiLa
Habasa ‘an Faroidillah”, tidak ada penahanan harta dalam hal-hal yang
sudah ada ketentuan dari Allah.

Kedua,Mazhab Maliki. Senada dengan mazhab Hanafi, bahazhab
ini berpendapat diperbolehkannya penarikan kentisida wakaf yang telah
diwakafkan oleh wakif, apabila jangka waktunyahétabis.

Ketiga, Mazhab Syafi'l. Berbeda dengan kedua mazhab selngiam
jangka waktu untuk wakaf diperuntukkan untuk seldamaanya. Sehingga
disyaratkan benda yang akan diwakafkan bukan bgextig cepat habis.

KeempatMazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Wwaka
terjadi karena dua hal. Pertama karena kabiasaabugtan), yaitu dengan
mendirikan masjid dan mempersilakan orang untukastdalam mas;jid itu,
maka hal tersebut secara otomatis dianggap telavakaf. Sebagaimana
ketentuan kebiasaan (urf). Kedua dengan lisan, dadara jelas atau tidak.
Maka dari itu, jika sudah jelas seseorang mewakahatanya, maka wakif
tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas bendabigrslan juga benda

yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali.

19 Abdul Halim,ibid, him. 74.
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Dari beberapa uraian di atas, penulis beranggaphwd benda wakaf
yang diperuntukkan pada umum atau kemaslahatan tida&t dapat ditarik
kembali. Sebab, harta yang sudah dikeluarkan dapeikilikannya
merupakan milik mutlak Allah. Sama halnya dengarkq@ pada putusan
Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008fRA dimana
hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugeng

menginginkan haknya kembali.

F. Metodologi Pendlitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisanadalahlibrary
research,yaitu penelitian kepustakaan menggunakan datangekwatau hasil
penelitian yang sudah dibukukan dan biasanya dgderdari perpustakaan
atau arsig’ Sebab penulis dalam hal ini melakukan penelitiamgyberkaitan
dengan putusan pengadilan.

Di dalam penelitian ini, penulis pun menggunakartoae kualitatif.
Penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mempbarserta memahami

fenomena atau menjelaskan makna dibalik realita.

2. Sumber Data

2 gofyan Syafri HarahapTips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Kompredign
Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001, him.10.

22



a. Sumber Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh Usmggslari subyek
penelitian dengan mengenakan alat pengukuran d&awpengambilan data
langsung pada subyek sebagai sumber informasi gimagi** Sumber data
dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan AgarNomor:
1521/Pdt.G/2008/PA.Smg Tentang Gugatan TerhadaariRan Harta Wakaf

Oleh Warga dari Ahli Watris.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang membenfamasi
pendukung untuk data primer dan diperoleh di lugelo penelitian. Ciri-ciri
umum data sekunder adalah :

a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siaattetbn dapat
dipergunakan dengan segera.

b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibetan diisi oleh
peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga peniliti kedran tidak mempunyai
pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analsupun
konstruksi data.

c. Tidak terbatas oleh waktu atau temffat.

2 Saifuddin AzwarMetode PenelitianY ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, him. 91.
2 3oerjono Soekantdengantar Penelitian Hukurdakarta: Penerbit Universitas Indonesia
(Ul-Press), 2008, him. 12.
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Untuk mendapatkan data sekunder, diantaranya meldwancara,
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BP2R Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 10 Tahunlli@étang Pendaftaran
Tanah, dan buku-buku yang berkenaan dengan wakaf.

3.  Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :
a. Dokumen
Pengumpulan data melalui dokumen dapat berupa tatalis,

gambar, atau karya-karya. Studi dokumen ini merapagelengkap dari
metode observasi dan wawancara dalam penefti@alam penelitian ini,
dokumentasi diupayakan untuk memberikan informagngenai lembar
putusan perkara Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Smg ThegntaGugatan

Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh WaggaAhli Waris.

b. Wawancara
Macam-macam wawancara ada dua, yawawancara terstruktur
Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpdéda, dimana peneliti
atau pengumpul data mengetahui dengan pasti temémgnasi yang akan
diperoleh. Dalam pelaksanaan wawancara terstrupgmgumpul data telah

mempersiapkan pertanyaan secara rinci yang akgokdra Dan kedua

%3 Sogiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&MBandung: Alfabeta, 2008,
him. 240.

24



wawancara tidak terstrukturWawancara ini bersifat, dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersasarassistematis dan
lengkap®*

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuldapatkan
informasi dari responden secara mendalam. Dalamnhglenulis memilih
menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara Hénjlkepada pegawai
informasi Pengadilan Agama untuk mendapatkan datal.eDimana data
tersebut berupa putusan perkara Nomor: 1521/Pd@i08/PA.Smg Tentang
Gugatan Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf Qlanga dari Ahli
Waris. Kemudian wawancara kedua ditujukan kepa#tarthgang menangani

dalam perkara tersebut.

4.  Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis dpsk normatif,
yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengapgan masalah,
keadaan, dan peristiva sebagaimana adanya, sehbggifat faktuaf®
kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yaiag laaik hukum Islam
maupun hukum positif yang berlaku.

Kemudian analisis deskriptif tersebut dikaitkan geam hukum positif

atau perundang-undangan yang berlaku. Dari datayatg terkumpul dan

24 Sugiyonojbid, him.138.
% Hadari NawawiMetodologi Penelitian Sosia¥ogyakarta: Gajah Mada University Press,
1990, him. 31.
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informasi yang diterima oleh penulis, data-datssebut dianalisis secara

seksama untuk mendapatkan jawaban dari pokok palahas yang ada.

. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang disajikan penulis, di dalastesnatika penulisan
dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, Bab | Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenair lat
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelim@nfaat penelitian,
kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitemsistematika penulisan.

Kedua, Bab Il Ketentuan Hukum Wakaf dan Waris. Yang maaia,
dalamnya menyangkut mengenai definisi, rukun, $yatan tujuan wakaf,
serta ketentuan waris.

Ketiga, Bab Ill Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:
1521/Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan KembaliteHaWakaf Oleh
Warga Dari Ahli Waris.

Keempat, Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang
Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan kadintbarta Wakaf
Oleh Warga Dari Ahli Waris; serta Analisis Dasartipgbangan Para Hakim
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:
1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Kelima,Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saramsara
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